
P U T U S A N

Nomor : 215/PDT/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara antara :

PT. Padma Pratama  Indonesia, berkedudukan di 

,   selanjutnya

disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

                                              Lawan:

1.  Kosim Nurochman,  

,  selanjutnya

disebut sebagai Terbanding  semula Tergugat ;

2.  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan

Nasional  Kantor  Pertanahan  Kota  Bogor  Provinsi

Jawa Barat, 

 selanjutnya disebut sebagai  Turut Terbanding I

semula Turut Tergugat I;

3.  Camat  Pada  Kantor  Kecamatan  Tanah  Sareal Dalam

Kapasitasnya Selaku PPAT, 
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, selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

4.  Lurah pada Kantor Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah

Sareal Kota Bogor, 

, selanjutnya

disebut  sebagai  Turut  Terbanding  III semula  Turut

Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Tersebut 

Telah Membaca: 

1. Penetapan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor

215/PDT/2025/PT.BDG  Tanggal  23  April  2025  tentang  penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata

dalam tingkat Banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 215/PDT/2025/PT BDG tanggal

23 April 2025 tentang hari sidang perkara ini;

3. Penetapan Plt. Panitera Nomor 215/PDT/2025/PT BDG tanggal 23 April

2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

4. Berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara

tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor

178/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 6 Maret 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima  dan  mengutip,  keadaan-keadaan  mengenai  duduk

perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Bogor  Nomor  174/Pdt.G/2024/PN  Bgr  tanggal   6  Maret  2025 yang

amarnya  sebagai berikut: 

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam  Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara
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- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-  Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini  sejumlah Rp 4.796.000,00 (empat juta tujuh ratus Sembilan

puluh enam ribu rupiah).

    Membaca Akta Pernyataan Permohonan  Banding Nomor 178

/Pdt.G / 2024/PN Bgr yang dibuat  Panitera  Pengadilan Negeri Bogor yang

menerangkan  bahwa  pada  tanggal  19  Maret  2025  Kuasa  Pembanding

semula   Penggugat  telah  mengajukan  permohonan  Banding  terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal

6 Maret 2025;

      Membaca  Surat  Pemberitahuan Pernyataan Banding  yang

dibuat  oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Negeri  Bogor Nomor

178/Pdt.G/2024/PN Bgr yang menerangkan bahwa  permohonan Banding

tersebut telah diberitahukan/ disampaikan dengan cara seksama  kepada

Terbanding semula  Tergugat,  Kepada  Turut  Terbanding  I  semula  Turut

Tergugat  I,  Kepada  Turut  Terbanding  II  semula  Turut  Tergugat  II  dan

kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada

tanggal 20 Maret 2025; 

               Membaca Surat Memori  Banding yang diajukan oleh  Kuasa

Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Maret 2025 yang diterima di

Kepaniteraan Perdata Pengadilan  Negeri  Bogor  tanggal  26 Maret  2025

dan  Memori  Banding  tersebut  telah  diberitahukan/disampaikan  oleh

Jurusita   Pengadilan Negeri Bogor kepada  Terbanding semula Tergugat,

Kepada  Turut  Terbanding  I  semula  Turut  Tergugat  I,  Kepada  Turut

Terbanding II  semula Turut  Tergugat  II  dan kepada Turut  Terbanding III

semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Maret 2025; 

              Membaca, Kontra Memori Banding dari  Kuasa dari Terbanding

semula  Tergugat,  tanggal  7  April  2025  yang  diterima  di  Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bogor tanggal  8 April 2025 dan Kontra Memori Banding

tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Bogor kepada  Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 April 2025; 
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 Membaca  Relaas  Pemberitahuan  Memeriksa  Berkas  Perkara

Banding (inzage) Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Bgr yang dibuat oleh Jurusita

Pengadilan  Negeri  Bogor,  telah  memberikan  kesempatan  kepada  para

pihak  untuk  memeriksa/membaca  berkas  perkara  di  Kepaniteraan

Pengadilan Negeri  Bogor  sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan

Tinggi  guna  diperiksa  dan  diputus  dalam tingkat  banding,  kepada  Para

Pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 26 Maret 2025; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

   Menimbang,  bahwa  permohonan  Banding  dari  Pembanding

semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang,

oleh  karena  itu  permohonan  Banding  tersebut  secara  formal  dapat

diterima ;

   Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan Memori Banding terhadap putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN

Bgr tanggal  6 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut; 

                                              MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bogor  Nomor

178/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 6 Maret 2025; 

                                MENGADILI SENDIRI

Dalam EKSEPSI:

Menolak seluruh eksepsi dari Para Turut Tergugat;

Dalam PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat;

2. Meletakan  sita  jaminan terhadap bidang tanah  dengan  Sertifikat

Hak Milik SHM No.614 a/n Tergugat, luas 378 m2  dan NIS.171, luas

292 m2   a/n Tergugat  yang berada di  atas bidang tanah dengan

SPH  No.172/KYMN/SPK/VII/1991  tanggal  25  Juli  1991  dengan

Girik  C.1173 Persil  No.29,  Kelas  D.II  a/n  Robiyah (pemilik  asal)
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incasu yang terletak di  Kelurahan Kayumanis,  Kecamatan Tanah

Sareal, Kota Bogor (dahulu dikenal Desa Kayumanis, Kecamatan

Semplak, Kabupaten Bogor);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan  Tergugat  dan  Para  Turut  Tergugat  telah  melakukan

Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan  tidak  sah  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  atas

seluruh dokumen perolehan hak Tergugat terhadap bidang tanah

dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.614 a/n Tergugat, luas 370

m2 dan NIS.171 luas 292 m2 a/n Tergugat;

4. Menyatakan  tidak  sah  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  atas

Sertifikat Hak Milik No. 614 a/n Tergugat, luas 378 m2 dan NIS.171

luas 292 m2 a/n Tergugat yang telah menindih di atas bidang tanah

dengan  SPH No.  172/KYMN/SPK/VII/1991  tanggal  25  Juli  1991

dengan C No. 1173 Persil  No.29, Kelas D.II  a/n Robiah (pemilik

asal)  yang  terletak  di  Kelurahan  Kayumanis,  Kecamatan  Tanah

Sareal, Kota Bogor (dahulu dikenal Desa Kayumanis, Kecamatan

Semplak, Kabupaten Bogor);

5. Menyatakan sah dan berharga sita  jaminan yang diletakan atas

bidang  tanah  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  SHM  No.  614  a/n

Tergugat, luas 378 m2 dan NIS.171, luas 292 m2 a/n Tergugat yang

berada  yang  berada  di  atas  bidang  tanah  dengan  SPH  No.

172/KYMN/SPK/VII/1991 dengan Girik C.1173, Persil No.29 kelas

D.II a/n Robiyah (pemilik asal) in casu yang terletak di Kelurahan

Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (dahulu dikenal

Desa Kayumanis, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor);

6. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum atas

SPH No.172/KYMN/SPK/VII/1991 tanggal 25 Juli 1991, atas bidang
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tanah,  C  No.1173,  Persil  No.  29,  Kelas  D.II,  luas  445  m2  a/n

Robiyah (pemilik asal) yang saat ini luas tanahnya menjadi 378 m2

yang terletak di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal,

Kota Bogor (dahulu dikenal Desa Kayumanis, Kecamatan Semplak,

Kabupaten Bogor);

7. Menyatakan  Penggugat  adalah  selaku  pemegang  hak  yang  sah

menurut  hukum  dan  memiliki  hak  previlage  terhadap  SPH

No.172/KYMN/SPK/VII/1991  tanggal  25  Juli  1991,  atas  bidang

tanah,  C  No.1173,  Persil  No.  29,  Kelas  D.II,  luas  445  m2  a/n

Robiyah (pemilik asal) yang saat ini luas tanahnya menjadi 378 m2

yang terletak di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal,

Kota Bogor (dahulu dikenal Desa Kayumanis, Kecamatan Semplak,

Kabupaten Bogor);

8. Menghukum  Tergugat  atau  pihak-pihak  yang  menguasai  tanah

objek perkara a quo untuk menyerahkan kepada Penggugat atas

bidang tanah objek perkara tersebut dalam keadaan kosong tanpa

dibebani  sesuatu  hak  apapun  dan  tanpa  syarat,  segera  dan

seketika kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan;

9. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  kepada  Penggugat

kerugian  Materiel  sejumlah  Rp.844.830.000,-  dan  Immateriel

sejumlah  Rp.200.000.000,-  sehingga  keseluruhannya  berjumlah

Rp.1.044.830.000,-  (satu milyar empat puluh empat juta delapan

ratus tiga puluh ribu rupiah);

10. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  dwangsom  kepada

Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai

apabila setiap kali terlambat dalam menjalankan isi putusan a quo;

11. Memerintahkan  kepada  Turut  Tergugat  I  dalam  kapasitasnya

selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bogor Ring

Road Seksi III B, untuk tidak melakukan pembayaran ganti untung
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kepada Tergugat terhadap bidang-bidang tanah objek gugatan in

casu sebelum perkara  a  quo mempunyai  kekuatan hukum yang

tetap (incrah van gewijsde);

12. Menghukum Tergugat  untuk membayar  biaya yang timbul  dalam

perkara a quo;

13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap isi

putusan ini;

Apabila  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Bandung  berpendapat  lain  mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang  bahwa  hal-hal  selengkapnya  yang  dikemukakan  oleh

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat,  telah  terurai didalam Memori

Banding (terlampir sebagai berkas perkara) merupakan bagian tidak terpisah

dari putusan ini;

Menimbang bahwa Terbanding   semula  Tergugat  telah

mengajukan  Kontra   Memori  Banding   yang  pada  pokoknya  memohon

sebagai berikut ; 

                          Mengadili:

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / dahulu Tergugat;

- Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Nomor:

178/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 06 Maret 2025;

- Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Namun  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  seadil-

adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang  bahwa  hal-hal  selengkapnya  yang  dikemukakan  oleh

Terbanding semula Tergugat,  telah  terurai didalam Kontra Memori Banding

(terlampir  sebagai  berkas  perkara)  merupakan  bagian  tidak  terpisah  dari

putusan ini;
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   Menimbang  bahwa  Pengadilan  Tinggi  setelah  memeriksa  dan

meneliti  serta  mencermati  dengan  seksama  berkas  perkara  beserta

turunan  resmi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bogor  Nomor

178/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 6 Maret 2025, serta  telah pula membaca

dan memperhatikan dengan saksama surat Memori Banding yang diajukan

oleh  Pembanding semula  Penggugat  dan  Kontra  Memori  Banding

Terbanding  semula  Tergugat  ,  Pengadilan  Tinggi  berpendapat  bahwa

pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah

keliru dan tidak tepat sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan dan

Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan

pertimbangan sebagai berikut ;

               Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Pembanding

semula  Penggugat  dihubungkan  dengan  keberatan  Pembanding semula

Penggugat  terhadap  pertimbangan  dan  putusan  Majelis  Hakim  Tingkat

Pertama sebagaimana  dalam Memori  Bandingnya,  serta  Kontra  Memori

Banding, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan demikian; 

Dalam Provisi

   Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim

Tingkat  Pertama  mengenai  tuntutan  Provisi  dipandang  terulang  kembali

dalam pertimbangan mengenai provisi dalam putusan Pengadilan Tinggi;

Dalam Eksepsi

  Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim

Tingkat  Pertama mengenai  Eksepsi  dipandang  terulang  kembali  dalam

pertimbangan mengenai Eksepsi dalam putusan Pengadilan Tinggi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang  bahwa  objek  sengketa  dalam  perkara  a  qou  adalah

tanah hak milik Girik C No. 1173, Persil No. 29, klas D II seluas 445 M2

atas  nama  Robiyah  yang  terletak  di  Kelurahan  Kayumanis,  Kecamatan

Tanah Sereal  Kota Bogor  dahulu dikenal  Desa Kayu Manis,  Kecamatan

Semplak Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut: 
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- Sebelah  Utara:  dahulu  berbatasan  dengan  tanah  milik  Saih,

sekarang Gang kecil dan rumah Pak Hidayat; 

- Sebelah Timur: dahulu berbatasan dengan tanah milik Tongcil,

sekarang rumah Ibu Juminah; 

- Sebelah  Selatan:  dahulu  berbatasan  dengan  tanah  milik

Tongcil, sekarang tanah Antonio Roberto Sitorus 

- Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan tanah milik Saih,

sekarang rumah Ibu Eni, Ujang/Mariam dan Gang kecil. 

Tanah  tersebut  mengalami  penyusutan  atau  pengurangan  oleh

karena  adanya  pembangunan  jalan  toll  sehingga  luas  tanah  tersebut

menjadi 378 M2 ;

Menimbang  bahwa  kemudian  tanah  hak  milik  tersebut  dialihkan

Robiyah kepada PT.Kencana Padya Mulia berdasarkan Surat Pelepasan

Hak (SPH) No. 172/KYMN/SPK/VII/1991 tanggal 25 Juli 1991 yang dibuat

PPAT Camat Semplak Mulia Bogor ( Bukti P-24 ). Tanah hak milik dengan

SPH tersebut diagunkan oleh PT.Kencana Padya Mulia sebagai jaminan

kreditnya kepada PT.Bank Sampoerna Internasional (yang berubah nama

menjadi PT.Bank Delta) yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.35

tanggal  17  September  1990  dan  Akta  Tambahan  Perjanjian  Kredit

(  Adendum II  )  No.  29  tanggal  31  Juli  1991.  Mengingat  keadaan  tidak

mampu bayar atas pelunasan kreditnya PT.Kencana Padya Mulia,  maka

segala asset termasuk tanah hak milik berdasarkan SPH tersebut  milik

PT.Kencana Padya Mulia menjadi milik PT.Bank Sampoerna Internasional

(yang berubah nama menjadi  PT.Bank Delta).  Kemudian PT.Bank Delta

merger dengan PT.Bank Danamon Indonesia ( Bukti P-5 );

Menimbang  bahwa  tanah  hak  milik  SPH  tersebut  semula  milik

PT.Kencana Padya Mulia dialihkan kepada PT.Bank Danamon Indonesia

menjadi  piutang  Pembanding  semula  Penggugat  (  PT.Patma  Pratama

Indonesia ) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.26 tanggal 31

Januari 2011 ( Bukti P-3 ) dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang

No.27 tanggal 31 Januari 2011 ( Bukti P-4 );
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 Menimbang  bahwa  berdasarkan  Bukti  P-4  tersebut  diatas,

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 163 KUHPerdata

maka  Pembanding  semula  Penggugat  menjadi  pemegang  cessie  yang

sah,mutatis  mutandis menjadi  pemegang yang sah menurut  hukum dan

memiliki  hak  privilege  atas  tanah  SPH  No.  172/KYMN/SPK/VII/1991

tanggal 25 Juli 1991 seluas 445 M2 semula atas nama Robiyah;

 Menimbang  bahwa  Pengadilan  Tinggi  berpendapat  bahwa

sekalipun  akta  cessie  atas  tanah  SPH tersebut  bukan  merupakan  akta

kepemilikan hak atas tanah, namun pemegang cessie tetap berhak atas

tanah  yang  menjadi  agunan  semula  dari  PT.Kencana  Padya  Mulia  dan

tanah SPH tersebut atas nama Robiyah tetaplah berstatus tanah agunan;

   Menimbang bahwa disisi lain perolehan tanah objek sengketa oleh

Terbanding  semula  Tergugat  didalilkan  berdasarkan  jual  beli.  Dari

keterangan  saksi  dari  Terbanding  semula  Tergugat  yaitu  saksi  Amid

Iskandar dan saksi Hidayat yang menerangkan bahwa Terbanding semula

Tergugat  memperoleh  tanah  objek  sengketa  tersebut  dari  pak  Ujang

mantan RW. Namun Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya bukti hukum

yang kuat dan sah mengenai jual beli dari Pak Ujang kepada Terbanding

semula  Tergugat  sebagaimana  dalam  daftar  bukti  yang  diajukan

Terbanding semula Tergugat.  Hanya saja dari  dalil  gugatan Pembanding

semula Penggugat diketahui bahwa Surat Jual Beli dan surat pendukung

lainnya  atas  nama  Terbanding  semula  Tergugat  dibuat  oleh  Turut

Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II dan Turut

Tergugat  III.  Surat  Jual  Beli  dan  surat  pendukung  lainnya  atas  nama

Terbanding  semula  Tergugat  dibuat  oleh  Turut  Terbanding  II  dan  Turut

Terbanding III semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III inilah yang

kemudian diajukan oleh Terbanding semula Tergugat untuk pembuatan dan

penerbitan  SHM  No.  614/Kayumanis   atas  nama  Terbanding  semula

Tergugat kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ( BPN Kota

Bogor ); 
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           Menimbang bahwa sedangkan saksi dari  Pembanding semula

Penggugat  yaitu  saksi  Adam  Aryadi  yang  menerangkan  bahwa  dia

menyaksikan sendiri adanya transaksi jual beli tanah objek sengketa dari

Robiyah  kepada  PT.Kencana  Padya  Mulia  seharga  kurang  lebih

Rp.3.000.000.00  (  tiga  juta  rupiah  )  per  meternya.  Demikian  juga saksi

Rohmad yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa setelah transaksi

jual beli dikuasai oleh  PT.Kencana Padya Mulia;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum;

Menimbang bahwa pembuatan dan penerbitan Sertifikat  Hak Milik

(SHM) No. 614/ Kayumanis atas nama Terbanding semula Tergugat ( Bukti

TTI-1 ) diatas tanah objek sengketa ( yang masih berstatus tanah  agunan

berdasarkan  cessie   )  oleh  Turut  Terbanding  I  semula  Turut  Tergugat  I

tanpa didasarkan pada bukti-bukti hukum yang sah seperti adanya akta

jual beli dari penjual ( mantan RW Pak Ujang ) kepada Terbanding semula

Tergugat. Namun Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I menerbitkan

SHM No.614/Kayumanis atas nama Terbanding semula Tergugat semata

mata  berdasarkan  surat  jual  beli  dan  surat  pendukung  lainnya  yang

dikeluarkan oleh Turut  Terbanding II  semula Turut Tergugat  II  dan Turut

Terbanding  III  semula  Turut  Tergugat  III.  Dengan  demikian  Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah

melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang  bahwa  mutatis  mutandis  Turut  Terbanding  II  semula

Turut Tergugat II  dan Turut Terbanding III  semula Turut Tergugat III  juga

telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan

surat jual beli dan surat pendukung lainnya atas nama Terbanding semula

Tergugat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara

hukum;

 Menimbang  bahwa dengan  demikian  Petitum  gugatan  Nomor  2

dapat dikabulkan;
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 Menimbang bahwa surat jual beli dan surat pendukung lainnya atas

nama Terbanding semula Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding

II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat

III  atas  tanah  objek  sengketa  adalah  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai

kekuatan hukum mengikat.  Dengan  demikian  petitum gugatan Nomor  3

dapat dikabulkan;

 Menimbang  bahwa  oleh  karena  SHM No.  614/  Kayumanis  atas

nama Terbanding semula Tergugat berada pada bidang tanah yang sama

pada objek sengketa  berdasarkan  SPH No.172/KYMN/SPK/VII/1991

tanggal 25 Juli 1991 a/n Robiyah (Pemilik Asal) sesuai dengan Girik

C.1173,  Persil  No.29,  kelas  D.  II,  luas  445  m2  yang  terletak  di

Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (dahulu

dikenal  Desa Kayumanis,  Kecamatan Semplak,  Kabupaten  Bogor)

yang  mana  masih  berstatus  agunan  berdasarkan  cessie  milik

pemegang cessie  yang sah yaitu  Pembanding semula Penggugat,

oleh  karenanya menjadi  tidak  sah dan tidak  mempunyai  kekuatan

hukum mengikat. Dengan demikian petitum gugatan nomor 4 dapat

dikabulkan;

 Menimbang  bahwa terhadap  petitum  gugatan  nomor  5  tentang

penyitaan  atas  tanah  SHM  No.  614/Kayumanis  atas  nama  Terbanding

semula Tergugat, Pengadilan Tinggi menolak petitum ini karena penyitaan

tidak pernah dilaksanakan sama sekali;

 Menimbang  bahwa terhadap  petitum  gugatan  nomor  6  agar

dinyatakan  sah  dan  berharga  serta  memiliki  kekuatan  hukum  SPH

No.172/KYMN/SPK/VII/1991  tanggal  25  Juli  1991  a/n  Robiyah

(Pemilik Asal) sesuai dengan Girik C.1173, Persil No.29, kelas D. II,

luas  445  m2  yang  terletak  di  Kelurahan  Kayumanis,  Kecamatan

Tanah  Sareal,  Kota  Bogor  (dahulu  dikenal  Desa  Kayumanis,

Kecamatan  Semplak,  Kabupaten  Bogor),  Pengadilan  Tinggi  dapat

mengabulkan karena SPH tersebut merupakan pengalihan yang sah
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dari  pemilik  tanah  objek  sengketa  atas  nama  Robiyah  kepada

PT.Kencana Padya Mulia;

 Menimbang  bahwa terhadap  petitum  gugatan  nomor  7  untuk

dinyatakan  Pembanding  semula  Penggugat  selaku  pemegang  hak

yang sah menurut hukum dan memiliki hak privilege terhadap SPH

No.172/KYMN/SPK/VII/1991  tanggal  25  Juli  1991  a/n  Robiyah

(Pemilik Asal) sesuai dengan Girik C.1173, Persil No.29, kelas D. II,

luas  445  m2  yang  terletak  di  Kelurahan  Kayumanis,  Kecamatan

Tanah  Sareal,  Kota  Bogor  (dahulu  dikenal  Desa  Kayumanis,

Kecamatan  Semplak,  Kabupaten  Bogor),  Pengadilan  Tinggi  dapat

mengabulkannya  sebagaimana  alasan  dalam  pengabulan  petitum

nomor 6 tersebut diatas;

  Menimbang  bahwa terhadap  petitum  gugatan  nomor  8  agar

Terbanding semula Tergugat atau pihak-pihak lain yang menguasai objek

sengketa  dihukum  untuk  menyerahkan  tanah  objek  sengketa  dalam

perkara a quo kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan

kosong tanpa dibebani suatu hak apapun, tanpa sarat segera setelah

putusan  ini  dibacakan,  Pengadilan  Tinggi  dapat  mengabulkannya

karena  Terbanding  semula  Tergugat  terbukti  melakukan  perbuatan

melawan hukum;

  Menimbang  bahwa terhadap  petitum gugatan  nomor  9  tentang

runtutan ganti rugi materiel dan immaterial, Pengadilan Tinggi menolaknya

karena  Pembanding  semula  Penggugat  tidak  dapat  membuktikan

kerugian tersebut;

   Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan nomor 10 mengenai

pembayaran uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000;  (satu juta

rupiah) kepada  Pembanding semula Penggugat manakala terlambat

dalam  menjalankan  isi  putusan,  Pengadilan  Tinggi  dapat

mengabulkannya karena tuntutan pokok dalam perkara a quo adalah
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penyerahan suatu benda tidak tetap (tanah) dan bukan penyerahan

sejumlah uang;

   Menimbang  bahwa terhadap  petitum  gugatan  nomor  11  agar

diperintahkan  Turut  Terbanding  I  semula  Turut  Tergugat  I  selaku  Ketua

Pelaksana Pengadaan Tanah  Jalan Toll Bogor Ring Road Seksi IIIB untuk

tidak  melakukan  pembayaran  ganti  untung  kepada  Terbanding   semula

Tergugat atas objek sengketa sampai putusan perkara a quo berkekuatan

hukum tetap (inkracht van gewijsde);

 Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas

Pengadilan  Tinggi  dapat  menerima  alasan  banding  dari  Pembanding

semula Penggugat dan alasan dalam Kontra Memori Banding tidak dapat

diterima;

 Menimbang  bahwa oleh  karena  Terbanding   semula  Tergugat

sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia dihukum untuk membayar

biaya perkara pada kedua tingkat  peradilan yang dalam tingkat  banding

sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang  bahwa selain  Terbanding   semula  Tergugat  yang

dihukum, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat dihukum juga

untuk patuh dan taat pada isi putusan;

 Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Pengadilan   Ulangan  di  Jawa  dan  Madura,  Het  Herziene  Indonesische

Reglement (HIR), Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum yang telah beberapa kali diubah   dan perubahan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,  Kitab  Undang-Undang  Hukum

Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan  banding dari Pembanding semula Penggugat; 
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2. Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Bogor  Nomor 178/Pdt.G/

2024/PN.Bgr.  tanggal  6  Maret  2025 yang  dimohonkan  banding

tersebut;-

                          M E N G A D I L I   S E N D I R I : 

DALAM PROVISI  

-Menolak provisi Pembanding semula Penggugat; 

DALAM EKSEPSI 

-Menolak  Eksepsi  Para  Turut  Terbanding  semula  Para  Turut

Tergugat; 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk

sebagian; 

2. Menyatakan  Terbanding   semula  Tergugat dan  Para  Turut

Terbanding  semula  Para  Turut  Tergugat telah  melakukan

Perbuatan Melawan Hukum; 

3. Menyatakan  tidak  sah  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum

atas  seluruh  dokumen  perolehan  hak  Terbanding   semula

Tergugat terhadap bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik

(SHM) No.614 a/n  Terbanding  semula  Tergugat,  luas  378

m2: 

4. Menyatakan  tidak  sah  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum

atas  Sertifikat  Hak  Milik  No.614  a/n  Terbanding   semula

Tergugat,  luas 378 m2 yang telah menindih di  atas bidang

tanah dengan SPH No.172/KYMN/SPK/VII/1991 tanggal  25

Juli  1991  dengan  C  No.1173,  Persil  No.29,  kelas  D.II  a/n

Robiyah (pemilik asal) yang terletak di Kelurahan Kayumanis,

Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (dahulu dikenal Desa

Kayumanis, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor): 

5. Menyatakan  sah  dan  berharga  serta  memiliki  kekuatan

hukum atas SPH No.172/KYMN/SPK/VII/1991 tanggal 25 Juli

1991, atas bidang tanah, C No.1173, Persil No.29, kelas D.II,
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luas 445 m2 a/n Robiyah (pemilik  asal)  yang saat  ini  luas

tanahnya  menjadi  378  m2  yang  terletak  di  Kelurahan

Kayumanis,  Kecamatan  Tanah  Sareal,  Kota  Bogor  (dahulu

dikenal  Desa  Kayumanis,  Kecamatan  Semplak,  Kabupaten

Bogor); 

6. Menyatakan Pembanding semula Penggugat  adalah selaku

pemegang hak yang sah menurut hukum dan memiliki  hak

privilege terhadap SPH No.172/KYMN/SPK/VII/1991 tanggal

25 Juli  1991,  atas bidang tanah,  C No.1173,  Persil  No.29,

kelas D.II, luas 445 m2 a/n Robiyah (pemilik asal) yang saat

ini luas tanahnya menjadi 378 m2 yang terletak di Kelurahan

Kayumanis,  Kecamatan  Tanah  Sareal,  Kota  Bogor  (dahulu

dikenal  Desa  Kayumanis,  Kecamatan  Semplak,  Kabupaten

Bogor); 

7. Menghukum  Terbanding  semula Tergugat atau pihak-pihak

yang  menguasai  tanah  obyek  perkara  a  quo untuk

menyerahkan kepada Pembanding semula  Penggugat  atas

bidang tanah obyek perkara tersebut dalam keadaan kosong

tanpa dibebani sesuatu hak apapun dan tanpa syarat, segera

dan seketika kepada Pembanding semula Penggugat setelah

putusan ini dibacakan; 

8. Menghukum  Terbanding  semula   Tergugat untuk

membayar dwangsom kepada  Pembanding  semula

Penggugat sebesar Rp1.000.000,-  (satu juta rupiah) secara

tunai  apabila  setiap  kali  terlambat  dalam  menjalankan  isi

putusan a quo; 

9. Memerintahkan  kepada  Turut  Terbanding  I  semula  Turut

Tergugat  I  dalam  kapasitasnya  selaku  Ketua  Pelaksana

Pengadaan Tanah Jalan  Tol  Bogor  Ring Road Seksi  III  B,

untuk  tidak  melakukan  pembayaran  ganti  untung  kepada

Terbanding  semula Tergugat terhadap bidang-bidang tanah
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objek gugatan in  casu sebelum parkara  a quo mempunyai

kekuatan hukum yang tetap (incrah van gewijsde); 

10. Menghukum  Terbanding  semula Tergugat untuk membayar

biaya  perkara  pada  kedua  tingkat  peradilan  yang  dalam

tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh

ribu rupiah); 

11. Menghukum  Para  Turut  Terbanding  semula  Para  Tergugat

Tergugat untuk patuh dan taat terhadap isi putusan ini; 

12. Menolak gugatan untuk yang lain dan selebihnya.

    Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi  Bandung   pada hari  Rabu tanggal  7 Mei 2025

yang terdiri  dari  Hiras Sihombing,  S.H.,   sebagai  Hakim Ketua,  Pahatar

Simarmata, S.H.,  M.Hum., dan   Barita Saragih, S.H., L.L.M.,    masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari  Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh

Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Erna

Rosmawati   S.H.,  M.H   Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Tinggi

tersebut,  tanpa  dihadiri  oleh  kedua  pihak  yang  berperkara  maupun

Kuasanya serta  putusan segera dikirim secara elektronik melalui sistem

informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga; 

 Hakim-hakim anggota :                                    Hakim Ketua Majelis,

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.,                     Hiras Sihombing, S.H.,

                

Barita Saragih, S.H., L.L.M.              

                                                                           Panitera Pengganti
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                                                                        Erna Rosmawati, SH.MH.
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